Pemilu 2024
MaCo Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
Paslon Nomor Urut 1 Manihot-Cocos (“MaCo”) secara resmi mengajukan permohonan PHPU Pilpres ke MK pada Selasa siang (21/3). Juru Bicara MaCo mengatakan Pilpres 2024 yang berpuncak pada pemungutan suara 14 Februari menyisakan berbagai masalah besar, terutama ketidakabsahan suara Paslon Nomor Urut 3 Hercules-Andromeda (“HerAn”).
BOGOR, PUSDIK -- Berdasarkan rekapitulasi KPU (20/3), Paslon Nomor Urut 1 Manihot-Cocos (MaCo) yang diusung Partai Biota memperoleh 46.500.000 suara. Sementara itu, Paslon Nomor Urut 2 Felis-Galus (FeLus) yang diusung Partai Animalia memperoleh 60.500.500 suara. Sedangkan, Paslon Nomor Urut 3 Hercules-Andromeda (HerAn) yang diusung Koalisi Langit Senja memperoleh 49.000.500 suara.
Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang dilakukan KPU menurut MaCo belum menunjukkan hasil yang seharusnya. Berdasarkan catatan Tim MaCo, setidaknya tiga kabupaten di Provinsi Jawa Timur belum menyelesaikan rekapitulasi.
MaCo menyoroti pula suara tidak sah sejumlah 3.000.100 suara, di mana sebagian besar disebabkan kerusakan surat suara di beberapa kabupaten, terutama di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Isu mobilisasi pemilih dan ketidaknetralan pejabat pemerintahan daerah untuk keuntungan Paslon HerAn turut menjadi perhatian Tim MaCo, yang menurut Jubir sudah diuraikan lengkap dan dibuktikan dalam permohonan mereka.
MaCo menyayangkan adanya 3.300.300 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Kebanyakan dari mereka adalah pendukung kami. KPU harus menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi,” kata KRTS Asturo sebagai Jubir MaCo sambil menunjukkan kepada media daftar 2.600.000 pendukung MaCo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Ditemui di halaman Gedung MK, Asturo mengatakan Tim Hukum MaCo menyampaikan tiga pilihan petitum yang akan diajukan ke MK. Pilihan pertama, meminta MK mendiskualifikasi Paslon “HerAn” dan menetapkan Pemohon sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak kedua. Pilihan ini dibarengi anggapan bahwa rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur dianggap telah tuntas dan kekurangan surat suara di Bogor tidak perlu dipermasalahkan.
Pilihan kedua, meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Sedangkan pilihan ketiga dapat merupakan kombinasi kedua pilihan terdahulu atau petitum yang sama sekali berbeda.
Asturo menegaskan pilihan diserahkan kepada Tim Hukum yang diserahi mandat mewakili MaCo ke MK. “Finalnya seperti apa bisa masyarakat ikuti nanti ketika sesi pembacaan permohonan di MK. Makin cepat disidangkan tentu makin baik bagi kualitas pembuktian. Kami sudah siap juga dengan ahli dan saksi,” demikian pungkas Asturo.
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